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6.1 Kesimpulan

Reforma agraria merupakan kajian menarik bagi studi llmu Politik. Selain
berkesesuaian dengan demografis Indonesia sebagai negara agraris, keterlibatan
banyak lembaga membuat agenda ini syarat akan kepentingan. Diterbitkannya
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Dalam indikator komunikasi, secara formal/administrasi baik Kementerian
Perekonomian ataupun Kementerian ATR/BPN sudah melakukan dengan baik,
yaitu adanya informasi terlebih dulu sebelum koordinasi dilakukan, adanya alur
koordinasi yang akan memudahkan proses koordinasi, serta adanya penggunaan

surat menyurat ataupun gadget sebagai teknologi komunikasi. Permasalahan



dalam konteks komunikasi adalah tingkat intensitas komunikasi dilakukan. Dalam
temuan peneliti, kurangnya intensitas komunikasi dilakukan lantaran adanya
tekanan dari pemerintah kepada masing-masing kementerian melalui tingginya

target yang ditetapkan.

Sementerara untuk indikator kedua yaitu tentang kesadaran, permasalahan
yang peneliti temui adalah bahwa pemahaman masing-masing kementerian

terhadap reforma agraria diangeet
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profesionalitas dalam bekerja, dimana peneliti mendapati bahwa masing-masing

kementerian terkadang saling komplain terhadap kinerja kementerian lainnya.

Indikator selanjutnya yaitu mengenai kompetensi partisipan. Dalam

indikator ini didapati bahwa dalam melakukan koordinasi, adanya pejabat



berwenang ketika melakukan koordinasi serta pelibatan para ahli dalam reforma
agraria, tapi pelibatan yang dilakukan diluar forum koordinasi. Akan tetapi,
walaupun sudah melakukan konsultasi dengan para ahli, namun sebagaimana
yang telah disinggung pada bagian kesadaran diketahui bahwa pengetahuan yang
dimiliki oleh masing-masing kementerian ternyata masih tidak sejalan dengan
konsep dan operasionalisasi reforma agraria yang sejati. Jadi dalam indikator ini,

yang masih menjadi permasalahan tetap berkaitan dengan kognisi yang dimiliki
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konsekuensinya adalah menuntut adanya sikap proaktif dari pemerintah daerah
untuk sejalan dengan pemerintah pusat. Dan berdasarkan wawancara peneliti,
didapati bahwa masih sedikit sekali pemerintah daerah yang bersikap proaktif

dalam menjalankan program ini.



Sebagai implikasi dari adanya kewenangan di masing-masing kementerian
serta tidak adanya lembaga yang otoritatif, berdampak pada basis data yang
dimiliki masih bersifat lemah dan susah untuk diakses (tidak transparan). Padahal
menurut KPA ataupun SPI, data yang akurat merupakan prasyarat untuk
terlaksananya reforma agraria. Lemahnya data serta tidak transparannya
kementerian dalam mempublikasi data kepada publik, menjadi salah satu

penyebab sulitnya untuk menyelesaikan benang kusut agenda reforma agraria.
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Bagan 1.4 Hambatan Internal dan Eksternal

Hambatan Koordinasi

v v

Hambatan Internal Hambatan Eksternal

Kelembagaan yang
tidak Otoritatif

Tekanan
Pemerintah

Pengetahuan

Otonomi
Daerah

Privilege
Kelembagaan



Berdasarkan penjelasan mengenai kesimpulan temuan penelitian, dapat
diklasifikasikan bahwa terdapat dua hambataran dalam proses koordinasi, yaitu
hambatan yang bersifat internal dan hambatan yang bersifat eksternal. Hambatan
internal dalam proses koordinasi adalah pengetahuan yang dimiliki oleh masing-
masing kementerian, sedangkan hambatan eksternal adalah tekanan yang
diberikan oleh pemerintah dalam wujud tingginya target yang harus dicapai oleh
kementerian tersebut. Sementara yang menjadi penghubung diantara hambatan

internal dan ekstgfae MV&R&'M:ANQAM@ cumillY tidak otoritatif,
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kemungkinan bahwa penelitian selanjutnya dengan topik yang sama justru akan

membantah ataupun memperkuat hipotesis yang dimuat dalam penelitian ini.



6.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dan mendapati data dan fakta mengenai
kondisi kelembagaan mengenai reforma agraria, berikut saran yang peneliti

berikan:

e Kementerian Terkait

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti akan

mengimbuhkan kementerian  yang
bertanggungjawablj ader Pelak am refefma adiaria, bahwasanya
masing-masing k . ingan masyarakat
luas ketimbang reforma agraria

sebagai fondasi e

konteks kelembagaan, dapat méene ongenai konflik kepentingan antara
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penelitian dengan isu tersebut
akan sangat menarik dan politis, karena perbedaan yurisdiksi antara Kementerian

ATR/BPN dan KLKH berimplikasi pada kuatnya upaya masing-masing

kementerian dalam menjaga kepentingan lembaga mereka.



Selain itu, isu kelembagaan yang juga dapat diambil sebagai penelitian
adalah koordinasi antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam
kerangka Gugus Tugas Reforma Agraria yang sedang dijalankan hari ini,
menjadikan partisipasi aktif dari Pemerintah Daerah sebagai prasyarat mutlak bagi
keberhasilan reforma agraria, oleh karena itu harus adanya sinergi diantara
Pemerintahan Pusat dan Daerah. Pembahasan isu tersebut dalam bingkai

desentralistis/otonomi daerah, akan menjadi nilai tambah karena akan mendapati

analisis mengenaigiai

3 KEDJAJAAN (
= »



